
 

47 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dalam penanggulangan penebangan liar hutan jati KPHL Ampang melakukan 

berbagai macam upaya seperti yang dipaparkan oleh bapak Agus Darsono S. Sos, selaku Sub 

bagian tata usaha (TU) KPHL Ampang peran yang dilakukan yaitu dengan cara persuasif dan 

preventif.  

Persuasif melakukan pendekatan atau mengajak masyarakat. Cara ini dilakukan 

dengan lisan dan simbolik. Tindakan cara lisan melakukan penyuluhan, menasehati atau 

bimbingan terhadap masyarakat. Tindakan simbolik dilakukan dengan menggunakan tulisan, 

pemasangan rambu-rambu dengan memberitahukan larangan penebangan hutan tanpa izin 

yang ada di sekitar kawasan hutan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui betapa 

pentingnya hutan itu dan untuk lebih mengenal lebih mendalami tentang peraturan peraturan 

kehutanan yang ada.  

Preventif ialah menjadi salah satu cara yang dilaksanakan untuk pencegahan 

terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan. Bentuk kegiatan Preventif terdiri 

dari, melakukan penjagaan di pos jaga daerah tertentu lalu melakukan patroli guna menjaga 

keutuhan kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan.  

Kemudian hambatan yang dialami oleh KPHL Ampang dalam upaya penanggulangan 

penebangan liar hutan, tidak terkecuali hutan jati yaitu personil yang belum memadai, kurang 

pahamnya masyarakat tentang arti pentingnya hutan, kurang pahamnya masyarakat akan 

aturan kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terpeliharanya hutan. 
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5.2. Saran 

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan beberapa 

saran berkaitan dengan Peranan KPHL Ampang dalam Menangggulangi Tindak Pidana 

Penebangan Liar Hutan Jati, sebagai berikut: 

1. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya tidak tanggung-tanggung 

dalam membuat peraturan mengenai sanksi bagi para pelakunya baik berupa sanksi 

pidana, denda maupun sanksi administratif agar para pelaku tindak pidana 

penebangan liar jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan 

praktik penebangan liar dan mentaati aturan hukum yang berlaku. 

2. bagi Dinas Kehutanan khususnya KPHL Ampang, hendaknya lebih giat dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang pentingnya hutan bagi 

kelangsungan hidup, serta agar masyarakat lebih sadar hukum untuk mengurangi 

praktik penebangan liar. 

3. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Dinas Kehutanan KPHL Ampang, dan 

Masyarakat dalam menanggulangi praktik penebangan liar hendaknya ada kerja sama 

antara para pihak agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang untuk melakukan suatu 

pengawasan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan yang 

akan mengancam kelangsungan kehidupan di masa depan. 
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